
122 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

            Buku: 

Amirudin dan Zainal, Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

 Rajawai Pers, Mataram. 

 
Ashadie, Zaeni, 2007, Hukum Kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 
 

Asyhadie, Zaeni 2009, Peradilan Hubungan Industrial, Rajawali Pers, 

 Mataram. 

 

Asyhadie, Zaeni, Husni, Lalu, Wahab, Agusfian, Asikin, Zainal, 1993, 

 Dasar- Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta. 

 

Hanitijo, Soemitro, Roony, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia 

 Indonesia, Semarang. 

 

Handayaningrat, Soewarno, 1981, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan 

 Management, Gunung Agung, Jakarta. 

 

Haryani, Sri,  2002, Hubungan Industrial Di Indonesia, UPP AMP YKPN, 

 Yogyakarta. 

 

Kertonegoro, Sentanoe, 1999, Hubungan Industrial, Yayasan Tenaga 

Kerja  Indonesia, Jakarta. 

 
Koeshartono, Junaedi, Shellyana, 2005, Hubuungan Industrial, Universitas Atma 

 Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 
  

Mertokusumo, Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty 

 Yogyakarta. 

 

Nawawi, Ismail, 2007, Manajemen Konflik Industrial, Its Press, Surabaya. 

 

Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Soepomo, Iman, 1975, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, 

 Djambatan, Jakarta. 

 

Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2007,  Manajemen Publik, Grasindo, Jakarta. 

 

Ugo, Pujiyo, 2010, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan, 

 Sinar Grafika, Jakarta. 

 

EKSISTENSI MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
EKHSAN EFFENDI, Pitaya, S,H., M.Hum.,
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



123 
 

 

Waluyo, Bambang, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar 

Grafika,  Jakarta. 

 

Wijaya, Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar 

 Grafika, Surabaya. 

 

 

Peraturan perundang-undangan: 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

 Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2003  Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

 Nomor 4279). 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

 Penyelesaian Perselisihan  Hubungan Industrial (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 4356) jo Undang-

Undang  Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

 Penangguhan  Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 2 

 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

 Industrial  Menjadi Undang-Undang. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

 Mahkamah Agung  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  1985 Nomor 73). 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

 Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

 2004 Nomor 9). 

 

Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi  Nomor 17 Tahun 2014 

 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata 

kerja  Mediasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

 1435). 

 

Internet: 

 

Satrio,Widianto, 2014, “Indonesia Defisit 1.512 Mediator Hubungan 

 Industrial”, Pikiran Rakyat, www.Pikiran-Rakyat.com, diunduh 

 tanggal 12 Desember 2014, Pukul 18.00 WIB. 

EKSISTENSI MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
EKHSAN EFFENDI, Pitaya, S,H., M.Hum.,
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.pikiran-rakyat.com/


124 
 

 

Harjana, 2015, “Kota Yogyakarta Dalam Angka 2015”, Badan Pusat 

 Statistik, jogjakota.bps..go.id, diunduh tanggal 6 Desember  2015. 

 Pukul  13:WIB. 

EKSISTENSI MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
EKHSAN EFFENDI, Pitaya, S,H., M.Hum.,
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


